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 This policy paper analyzes the weaknesses of data-based 
decision-making governance policies at State Islamic Religious 
Colleges (PTKIN). This crucial issue is raised in this policy article, 
rooted in the disintegration of the service system that causes the 
use of different data standards across work units, resulting in 
acute, inconsistent data fragmentation, and hindering accurate 
and rapid strategic decision-making. The methodology used is 
descriptive qualitative analysis, utilizing problem prioritization 
using the Urgency, Seriousness, Growth (USG) method and 
evaluation of alternative regulatory policies using William N. 
Dunn's scoring theory. This writing is also supported by an in-
depth review of existing Ministry of Religious Affairs regulations 
(such as PMA No. 1 of 2023 concerning one data of the Ministry 
of Religious Affairs) and data management theories such as data 
governance and bounded rationality. The results and discussion 
indicate that the main root of the problem lies in the failure of 
harmonization and standardization of data across services, 
which is a manifestation of the weakness of central governance 
policies. Based on Dunn's analysis, the most effective policy is the 
establishment of the KMA on the Establishment of a National 
Data Dictionary for PTKIN as a fundamental prerequisite, 
directly addressing this problem by establishing a single, legally 
binding data language standard for all PTKIN. This is the most 
crucial and fundamental step because it resolves the problem of 
data inconsistency at the source to enforce compliance, in order 
to achieve a Single Source of Truth and effective data-driven 
management. 

Kata Kunci:  Abstrak 

Tata Kelola Data; 
Fragmentasi Data; 
Kamus Data; 
Standar Data; 

 Policy paper ini menganalisis kelemahan kebijakan tata kelola 
pengambilan keputusan berbasis data di Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan masalah krusial 
yang diangkat dalam artikel kebijakan ini, berakar pada 
disintegrasi sistem layanan yang menyebabkan penggunaan 
standar data yang berbeda-beda antar unit kerja, menghasilkan 

mailto:yayuk.sri.rahayu@uingusdur.ac.id


AMUYA: Indonesia Journal of Management Reviews: Print ISSN: 3090-5516; Online ISSN: 3109-0974 

Establishing Single Data for PTKIN: National Data Dictionary Mandate and Quality Audit Towards 

Accountability; [157-180]; Yayuk Sri Rahayu 

158 | AMUYA: Indonesia Journal of Management Reviews, Volume 2, Issue 1, January-June, 2026 

Pengambilan 
Keputusan Berbasis 
Data. 

fragmentasi data akut, tidak konsisten, dan menghambat 
pengambilan keputusan strategis yang akurat dan cepat. 
Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, 
memanfaatkan penentuan prioritas masalah menggunakan 
metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) dan evaluasi 
alternatif kebijakan regulasi menggunakan teori skoring William 
N. Dunn. Penulisan ini juga didukung oleh tinjauan mendalam 
terhadap regulasi eksisting Kemenag (seperti PMA No. 1 Tahun 
2023 tentang Satu Data Kementerian Agama) dan teori-teori 
manajemen data seperti data governance dan bounded 
rationality. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa akar 
masalah utama terletak pada kegagalan harmonisasi dan 
standardisasi data lintas layanan yang merupakan manifestasi 
dari kelemahan kebijakan tata kelola sentral. Berdasarkan analisis 
Dunn, kebijakan yang paling efektif adalah penetapan KMA 
tentang Penetapan Kamus Data Nasional PTKIN sebagai 
prasyarat fundamental, langsung mengatasi masalah ini dengan 
menetapkan satu standar bahasa data yang mengikat secara 
hukum bagi seluruh PTKIN. Ini adalah langkah paling krusial dan 
mendasar karena menyelesaikan masalah inkonsistensi data dari 
sumbernya untuk memaksa kepatuhan, guna mencapai Single 
Source of Truth dan efektivitas manajemen berbasis data. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Pengambilan keputusan yang strategis dan akurat merupakan keniscayaan bagi 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia agar dapat bersaing 
dan memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Mustofa et al., 2021). Transformasi digital 
yang terjadi secara global mengharuskan PTKIN beralih dari manajemen tradisional 
berbasis intuisi menuju model pengambilan keputusan berbasis data (data-driven 
decision making) (Sari & Hidayat, 2021). Dalam konteks ini, data menjadi aset 
terpenting yang menentukan kualitas kebijakan, mulai dari penetapan kuota 
penerimaan mahasiswa baru hingga alokasi anggaran riset (Wicaksono & Susilowati, 
2022). 

Namun, implementasi manajemen berbasis data di PTKIN menghadapi hambatan 
fundamental berupa disintegrasi sistem layanan (Wahid & Supriyono, 2023). Sistem 
layanan utama, yang mencakup administrasi akademik, keuangan, manajemen sumber 
daya manusia (SDM), kajian, dan kemahasiswaan, seringkali dioperasikan secara 
terpisah, menciptakan apa yang dikenal sebagai sistem "silo" (Davenport, 2014). Setiap 
unit kerja membeli atau mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan spesifiknya tanpa 
memperhatikan kesesuaian dan interoperabilitas dengan sistem unit lain. 

Fenomena silo ini mengakibatkan data yang seharusnya berhubungan (misalnya, data 
mahasiswa yang terdaftar di sistem akademik dan data pembayaran SPP di sistem 
keuangan) tersimpan dalam database yang berbeda, menggunakan standar dan definisi 
variabel yang tidak seragam (Tallon & Pinsonneault, 2011). Akibat langsung dari 
disintegrasi ini adalah fragmentasi data, di mana data yang sama harus diinput berulang 
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kali ke dalam beberapa sistem oleh staf yang berbeda, secara signifikan meningkatkan 
risiko kesalahan input dan inkonsistensi data (Lall et al., 2021). 

Inkonsistensi dan fragmentasi data ini secara fatal merusak kualitas data secara 
keseluruhan, yang merupakan prasyarat mutlak bagi pengambilan keputusan rasional 
(Wixom & Watson, 2010). Ketika pimpinan PTKIN membutuhkan data gabungan, 
seperti laporan keuangan per program studi atau efektivitas riset per dosen, proses 
pengumpulan dan rekonsiliasi data dari berbagai sistem manual menjadi sangat lambat 
dan padat karya (labour-intensive) (Chen et al., 2021). Akibatnya, waktu yang 
seharusnya digunakan untuk analisis strategis terbuang untuk pekerjaan administratif 
(Burnes, 2020). 

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya yang melekat pada PTKIN, di 
mana anggaran dan tenaga ahli teknologi informasi (TI) seringkali tidak memadai untuk 
membangun atau mengadopsi solusi Enterprise Resource Planning (ERP) yang 
komprehensif dan terintegrasi (Jurnal Elektronik Universitas Muhammadiyah Metro, 
n.d.). PTKIN cenderung memilih solusi parsial yang murah (best-of-breed) yang justru 
menambah kerumitan integrasi di kemudian hari (Setiawan & Harahap, 2021). 

Dampak paling krusial dari disintegrasi ini adalah terhambatnya proses pengambilan 
keputusan yang akurat dan cepat (Mulyadi & Haryanti, 2023). Dalam lingkungan 
eksternal yang cepat berubah dan tidak pasti (Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity-VUCA), kebutuhan akan informasi real-time sangat mendesak (Wicaksono 
& Susilowati, 2022). Namun, sistem yang terfragmentasi hanya mampu menyediakan 
laporan yang tertunda (lagging) dan seringkali bertentangan, memaksa pimpinan untuk 
mengandalkan intuisi, pengalaman, atau judgement pribadi (bounded rationality) 
sebagai mekanisme respons cepat (Simon, 1957). 

Keterpaksaan untuk menggunakan intuisi ini, meskipun diperlukan dalam kondisi 
darurat, secara struktural menghalangi pengembangan tata kelola data (Data 
Governance) yang efektif (Ladley, 2021). Karena data yang dihasilkan tidak dapat 
dipercaya (Garbage In, Garbage Out / GIGO), tidak ada insentif yang kuat bagi para 
pengambil keputusan untuk mematuhi kebijakan berbasis data (Russom, 2021). 

Di sisi lain, kebijakan di tingkat Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) telah secara tegas mendorong peningkatan mutu 
PTKIN melalui standar akreditasi dan sistem pelaporan yang semakin ketat 
(Kementerian Agama, 2020). Namun, kelemahan kebijakan tata kelola data di tingkat 
sentral, terutama dalam penetapan standar data yang wajib, membuat PTKIN kesulitan 
memenuhi tuntutan pelaporan nasional secara akurat (Wibowo & Puspitasari, 2020). 

Masalah ini bukan hanya isu teknis, tetapi juga isu kultural dan manajerial. Budaya silo 
diperkuat oleh ketidakjelasan akuntabilitas data; tidak ada Data Stewardship atau 
Satuan Tugas Tata Kelola Data yang jelas di internal PTKIN yang bertanggung jawab 
penuh atas konsistensi data lintas unit (Ridsdale et al., 2015). Setiap unit merasa cukup 
bertanggung jawab atas data di sistemnya sendiri. 

Jika disintegrasi sistem layanan ini tidak segera diatasi melalui intervensi kebijakan 
yang kuat dari Kemenag, PTKIN akan terus mengalami inefisiensi operasional yang 
tinggi dan kehilangan daya saing (Simanjuntak, 2018). Kualitas lulusan dan dampak 
riset, yang memerlukan analisis longitudinal data terintegrasi, akan sulit diukur secara 
akurat, menghambat upaya peningkatan mutu dan pencapaian target strategis nasional. 
Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang secara fundamental 
menyelesaikan masalah disintegrasi data, dimulai dari penetapan standar nasional yang 
mengikat hingga implementasi sistem terintegrasi di seluruh PTKIN di Indonesia. 
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Dalam konteks PTKIN, isu disintegrasi sistem ini memiliki dimensi akuntabilitas yang 
sangat sensitif (Dwiyanto, 2021). Sebagai lembaga publik di bawah Kementerian Agama, 
PTKIN wajib melaporkan penggunaan dana dan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi 
secara transparan. Namun, ketika data akademik, keuangan, dan riset terfragmentasi, 
proses audit dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 
menjadi rentan terhadap manipulasi atau setidaknya kesalahan interpretasi (Kettl, 
2003). Auditor seringkali kesulitan memverifikasi data silang, misalnya mencocokkan 
realisasi anggaran riset dengan luaran publikasi yang tercatat di sistem riset, karena 
standar kodenya tidak kompatibel (Rahmawati & Bintoro, 2020). 

Fenomena silo ini diperparah oleh perbedaan budaya kerja antar unit (Burnes, 2020). 
Unit Keuangan, misalnya, cenderung fokus pada kepatuhan regulasi dan kontrol 
internal, sementara Unit Akademik fokus pada efisiensi layanan mahasiswa. Setiap unit 
mengembangkan prosedur penginputan data yang melindungi kepentingannya sendiri, 
bukannya kepentingan integrasi data institusi secara keseluruhan (Davenport, 2014). 
Ketegangan antar unit ini semakin diperkuat oleh ketiadaan kebijakan Tata Kelola Data 
Sentral yang kuat yang dapat memediasi dan menetapkan shared responsibility atas 
kualitas data 

Kegagalan integrasi sistem juga menciptakan pemborosan ganda (Ayu Wulandari & 
Iramani, 2014). Pemborosan pertama terjadi pada tingkat pembelian software di mana 
PTKIN mungkin membayar lisensi untuk beberapa sistem yang fungsi datanya tumpang 
tindih. Pemborosan kedua adalah pada tingkat waktu dan tenaga staf yang berulang kali 
melakukan migrasi data manual (mengunduh dari satu sistem lalu mengunggah ke 
sistem lain) atau rekonsiliasi data menggunakan spreadsheet (Dalle Mura & Kotsis, 
2020). Aktivitas manual yang tidak efisien ini menghabiskan jam kerja produktif yang 
seharusnya dialokasikan untuk layanan yang lebih strategis. 

Dari perspektif pengguna data (pimpinan), disintegrasi sistem menimbulkan kondisi 
Decision Fatigue (Baumeister, Vohs, & Tice, 2020). Pimpinan harus menghabiskan 
energi kognitif yang besar untuk menilai data yang disajikan dari berbagai sistem yang 
kontradiktif atau tidak lengkap sebelum dapat membuat keputusan. Kualitas keputusan 
cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kerumitan 
verifikasi data, yang mana ini adalah hasil langsung dari tidak terintegrasinya sistem 
(Kahneman, 2011). 

Di sisi teknologi, banyak PTKIN menggunakan sistem warisan (legacy systems) yang 
sudah tua (old to date) dan tidak dirancang untuk interoperabilitas modern (Wahid & 
Supriyono, 2023). Sistem lama ini biasanya memiliki keterbatasan API (Application 
Programming Interface) dan protokol keamanan yang mempersulit upaya integrasi 
dengan sistem yang lebih baru (Chen et al., 2021). Upaya migrasi dan penggantian sistem 
legacy memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga banyak PTKIN yang memilih 
untuk mempertahankan sistem yang terfragmentasi meskipun tahu dampaknya buruk 
(Darmayanti & Santoso, 2020). 

Kondisi fragmentasi ini secara spesifik menghambat manajemen risiko di PTKIN. Tanpa 
sistem terintegrasi, institusi kesulitan mendapatkan pandangan holistik mengenai 
potensi risiko, seperti risiko keuangan (misalnya, identifikasi mahasiswa yang 
mengalami kesulitan pembayaran SPP yang terhubung dengan data akademik dan 
beasiswa) atau risiko operasional. Proses deteksi anomali data (misalnya, fraud 
akademik atau keuangan) menjadi sangat lambat karena data terkait tersebar di 
berbagai sistem yang tidak divalidasi silang secara real-time (Wixom & Watson, 2010). 

Selain itu, masalah disintegrasi sistem ini sangat menghambat pemenuhan konsep 
Single Source of Truth (SSoT) (Eckerson, 2020). Pimpinan tidak memiliki satu sumber 
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otoritatif yang dapat dipercaya untuk semua informasi penting. Ketika ditanyakan 
tentang jumlah total dosen tetap, misalnya, sistem SDM, sistem akademik, dan sistem 
pelaporan Pangkalan Data Dikti dapat memberikan angka yang berbeda, menciptakan 
kebingungan dan melumpuhkan proses perencanaan yang membutuhkan data dasar 
yang solid (Ladley, 2021). 

Pada gilirannya, ketiadaan SSoT dan fragmentasi data ini memicu krisis kepercayaan 
terhadap data di kalangan staf dan pimpinan manajerial (Setiawan & Harahap, 2021). 
Staf menjadi enggan menggunakan data yang ada karena seringkali mengandung 
kesalahan atau harus diverifikasi ulang secara manual, yang justru memperkuat praktik 
lama yaitu mengandalkan pengalaman atau personal network dalam mengambil 
keputusan, bukan data (Simanjuntak, 2018). 

Melihat tingginya tingkat kebutuhan PTKIN untuk merespons perubahan regulasi yang 
cepat dari Kemenag (misalnya, perubahan aturan akreditasi atau kurikulum merdeka), 
disintegrasi sistem layanan menjadi beban yang semakin berat (Mulyadi & Haryanti, 
2023). Setiap perubahan kebijakan menuntut PTKIN untuk merevisi format data, yang 
mana harus dilakukan secara terpisah pada lima atau lebih sistem yang berbeda, 
menyebabkan proses adaptasi menjadi lamban dan mahal. 

Oleh karena itu, penyelesaian isu disintegrasi sistem layanan akademik, keuangan, SDM, 
riset, dan kemahasiswaan di PTKIN melalui intervensi kebijakan yang mengikat dan 
terpusat tidak hanya merupakan kebutuhan manajerial, tetapi sebuah keharusan 
strategis untuk menjaga akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan 
PTKIN mengambil keputusan yang cepat dan akurat di era persaingan global (Sari & 
Hidayat, 2021). 

Isu disintegrasi sistem ini juga memiliki konsekuensi serius pada aspek Manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM) di PTKIN. Data SDM, seperti catatan kehadiran, beban 
kerja mengajar (BKM), dan riwayat pelatihan, seringkali berada di sistem yang berbeda-
beda, terpisah dari data penggajian (keuangan) dan data kinerja riset (riset/publikasi) 
(Mustofa et al., 2021). Akibatnya, pimpinan kesulitan mengambil keputusan penting 
terkait promosi jabatan, pemberian insentif, atau alokasi tugas mengajar yang objektif, 
karena tidak ada dashboard terintegrasi yang mampu menampilkan kinerja dosen 
secara holistik berdasarkan data yang tervalidasi silang. Keputusan SDM pun rentan 
kembali pada penilaian subjektif atau intuisi. 

Disintegrasi sistem secara signifikan menghambat upaya PTKIN untuk bertransformasi 
menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau berakselerasi menjadi Perguruan Tinggi 
Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) (Kementerian Agama, 2020). Status BLU/PTN-BH 
menuntut fleksibilitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang tinggi, yang mana hanya dapat 
dicapai melalui sistem manajemen terintegrasi (Wibowo & Puspitasari, 2020). 
Operasional PTKIN BLU, yang harus mengelola pendapatan non-APBN secara 
profesional, menjadi terbebani karena rekonsiliasi data biaya, pendapatan, dan kinerja 
layanan harus dilakukan secara manual, menghambat kecepatan respon pasar yang 
diharapkan dari status BLU. 

Tingginya tingkat fragmentasi data ini memicu kegagalan dalam penerapan konsep Big 
Data dan analitik prediktif (Russom, 2021). Meskipun PTKIN mungkin memiliki volume 
data yang besar, data tersebut tidak dapat dikonsolidasikan dan diolah menjadi insight 
prediktif (misalnya, memprediksi tingkat drop out mahasiswa atau tren kebutuhan 
program studi baru) karena tidak memiliki kualitas, kecepatan, dan variasi yang 
terintegrasi (Eckerson, 2020). Akibatnya, PTKIN tidak dapat memanfaatkan teknologi 
analitik modern, sehingga perencanaan strategisnya tetap reaktif, bukan proaktif. 
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Masalah ini juga berimplikasi pada efektivitas pengawasan oleh Ditjen Pendis 
(Dwiyanto, 2021). Ditjen Pendis memerlukan data yang akurat dan terintegrasi dari 
seluruh PTKIN untuk mengalokasikan bantuan, menyusun kebijakan afirmasi, atau 
menentukan prioritas pembangunan. Ketika PTKIN menyajikan data dengan standar 
yang berbeda-beda, Ditjen Pendis terpaksa menghabiskan sumber daya besar untuk 
membersihkan dan menyamakan data (data cleansing) di tingkat pusat, yang 
merupakan tugas yang seharusnya sudah diselesaikan oleh institusi di tingkat lokal 
(PTKIN). 

Dari sisi akademik, fragmentasi sistem mempersulit Manajemen Kurikulum dan Mutu 
Lulusan (Mustofa et al., 2021). Kinerja lulusan yang seharusnya dilacak mulai dari mata 
kuliah yang diambil (sistem akademik), biaya yang dikeluarkan (sistem keuangan), 
hingga penempatan kerja (tracer study), menjadi sulit dihubungkan. Ini membuat 
evaluasi kurikulum berbasis data, seperti menentukan mata kuliah mana yang paling 
berkorelasi dengan kesuksesan karir lulusan, menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa 
upaya manual yang masif (Simanjuntak, 2018). 

Peran Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) di PTKIN juga menjadi tidak optimal 
karena disintegrasi sistem (Wixom & Watson, 2010). Fungsi pengawasan internal yang 
ideal memerlukan akses real-time ke data keuangan, aset, dan operasional yang 
terintegrasi untuk mendeteksi risiko dan penyimpangan secara dini. Dengan adanya silo 
data, SPI hanya dapat melakukan audit secara parsial dan berbasis sampel, sehingga 
potensi fraud atau inefisiensi tidak dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan cepat 
(Kettl, 2003). 

Fenomena "Data Ownership Ambiguity" juga muncul dari disintegrasi sistem (Ladley, 
2021). Ketika data mahasiswa berada di sistem akademik, sistem keuangan, dan sistem 
kemahasiswaan, seringkali tidak ada satu unit pun yang secara tegas ditetapkan sebagai 
pemilik data primer yang bertanggung jawab penuh atas kualitas dan standar data 
tersebut, semua unit menganggap data yang dimiliki paling valid. Keadaan ini 
menciptakan lingkaran setan di mana setiap unit menuding unit lain sebagai penyebab 
ketidakakuratan data, menghambat setiap inisiatif perbaikan kualitas data lintas sistem 
(Dalle Mura & Kotsis, 2020). 

Meskipun PTKIN telah berinvestasi pada Learning Management System (LMS) dan 
sistem e-office lainnya, kegagalan integrasi ini membuat nilai investasi TI tersebut tidak 
maksimal (Wahid & Supriyono, 2023). LMS yang menyimpan data interaksi mahasiswa 
tidak terhubung dengan sistem akademik (nilai akhir) atau sistem SDM (beban kerja 
dosen). Akibatnya, manajemen harus membuat keputusan tentang efektivitas blended 
learning atau kinerja dosen pengampu mata kuliah tanpa memiliki data kinerja yang 
tervalidasi dan terintegrasi dari berbagai sumber (Sari & Hidayat, 2021). 

Secara keseluruhan, isu disintegrasi sistem layanan PTKIN melampaui masalah teknis 
semata; ini adalah refleksi dari kelemahan struktural dalam kebijakan tata kelola data 
yang tidak mampu mendikte dan mengikat unit-unit kerja untuk berkolaborasi dan 
menggunakan standar seragam (Tallon & Pinsonneault, 2011). Jika Kemenag tidak 
mengintervensi dengan regulasi yang kuat untuk memaksa integrasi dan standardisasi 
data, PTKIN akan terus beroperasi dengan efisiensi yang rendah, akuntabilitas yang 
meragukan, dan akan semakin tertinggal dalam mencapai status World Class University 
(WCU) yang menjadi ambisi nasional (Wicaksono & Susilowati, 2022). Oleh karena itu, 
policy paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang paling 
urgen dan efektif untuk mengatasi disintegrasi sistem layanan di PTKIN, menjadikannya 
prasyarat utama untuk mencapai manajemen yang akurat dan cepat di bawah payung 
Kementerian Agama. 
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Identifikasi Masalah  

1. Kegagalan harmonisasi dan standardisasi data lintas layanan 

Fragmentasi sistem data menyebabkan setiap unit layanan (akademik, keuangan, 
SDM, dll.) di PTKIN mengembangkan definisi dan format data mereka sendiri, 
sehingga menciptakan silo data yang tidak kompatibel. Kebijakan standardisasi data 
(termasuk metadata dan field data) yang ketat dan terpusat, baik dari Kementerian 
Agama maupun internal PTKIN, belum diimplementasikan secara efektif dan 
seragam. Akibatnya, data mahasiswa (seperti status akademik) sulit dicocokkan 
dengan data keuangan (seperti pembayaran UKT) atau data riset dosen, yang secara 
langsung menghambat laporan dan audit terpadu (Prasetyo & Sutopo, 2018). 

Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, PTKIN dihadapkan pada tantangan untuk 
mengintegrasikan sistem informasi dan proses administrasi yang sudah 
terdigitalisasi secara parsial (SIAKAD yang terpisah dari Sistem Keuangan, dll.), 
menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk standardisasi data agar integrasi 
dapat berhasil (Muhammad AR, 2020) 

2. Ketiadaan kebijakan integrasi antar-platform (interoperabilitas) 

Banyak PTKIN memiliki kebijakan pengembangan sistem informasi yang 
berorientasi pada kebutuhan unit masing-masing tanpa mandat yang kuat untuk 
interoperabilitas. Hal ini diperparah dengan banyaknya platform milik 
Kementerian seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN), Sistem Informasi Performa 
Kementerian Agama (SIPKA). Ini berarti meskipun sistemnya digital, platform yang 
satu tidak dapat "berbicara" atau bertukar data dengan platform lain secara 
otomatis, sehingga memaksa staf untuk melakukan entri data ganda yang rentan 
terhadap kesalahan dan membuang waktu. Kebijakan wajib integrasi melalui 
Application Programming Interface (API) standar secara institusional merupakan 
prasyarat yang belum tegas ditegakkan (Reza, 2025). 

3. Resistansi budaya dan kepemilikan data yang tidak jelas 

Secara kebijakan, sering kali tidak ada penetapan yang jelas mengenai unit mana 
yang menjadi "pemilik data" utama untuk jenis informasi tertentu (misalnya, data 
dosen ada di SDM atau Riset?). Ketidakjelasan ini memicu resistansi dari unit-unit 
terhadap upaya integrasi data, karena mereka merasa kehilangan kendali atau 
eksklusivitas atas data yang telah mereka kumpulkan. Kebijakan tata kelola data 
(data governance) yang inklusif namun tegas menjadi kunci yang belum dimiliki 
banyak PTKIN (Hayatul Islam, 2023). 

4. Kelemahan kebijakan tata kelola pengambilan keputusan berbasis data 

Meskipun PTKIN dituntut menuju Smart Campus, kebijakan yang secara eksplisit 
mengatur dan mewajibkan Rektor/Pimpinan untuk menggunakan dashboard data 
terintegrasi sebagai satu-satunya dasar utama dalam pengambilan keputusan 
strategis (misalnya, penentuan kuota penerimaan, alokasi beasiswa, atau penilaian 
kinerja riset) masih lemah. Alih-alih mengandalkan data terpadu, keputusan 
seringkali masih didasarkan pada laporan manual atau data parsial dari unit per 
unit, yang merupakan refleksi dari gagalnya implementasi kebijakan transformasi 
digital secara menyeluruh (Ilfi Nur Diana, 2024). 
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Tabel 1. Analisis Urgency, Seriousness, Growth  

No Daftar Masalah U S G 
Total 
Nilai 

1 Kegagalan Harmonisasi dan Standardisasi Data Lintas Layanan 5 4 4 13 
2 Ketiadaan Kebijakan Integrasi Antar-Platform 

(Interoperabilitas) 
4 4 3 11 

3 Resistansi Budaya dan Kepemilikan Data yang Tidak Jelas 5 4 3 12 
4 Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Pengambilan Keputusan 

Berbasis Data 
5 5 4 14 

 

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Pengambilan 
Keputusan Berbasis Data menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini 
memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, 
paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani. 

Adapun akar masalah “Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Pengambilan Keputusan 
Berbasis Data” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram fishbone sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Diagram Fishbone  
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi problem statement yang di-
highlight pada artikel kebijakan ini bahwa integritas informasi, di mana penggunaan 
standar data yang berbeda-beda antar unit kerja menyebabkan data yang diinput 
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menjadi terfragmentasi dan tidak konsisten, sehingga membuat pimpinan PTKIN tidak 
dapat mengakses data yang kredibel dan terintegrasi untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data. 

 

Tujuan dan Manfaat Kajian 

Tujuan Kajian: 

Tujuan utama dari kajian kebijakan ini adalah untuk memberikan rekomendasi regulasi 
yang mendasar guna mengatasi kelemahan kebijakan tata kelola pengambilan 
keputusan berbasis data di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 
di Indonesia. Secara spesifik, tujuan kajian ini adalah: 

1. Menganalisis kausalitas masalah: Mengidentifikasi dan menganalisis secara 
mendalam hubungan kausal antara penggunaan standar data yang berbeda-beda 
antar unit kerja dengan fragmentasi data yang menghambat pengambilan 
keputusan berbasis bukti di PTKIN. 

2. Mengevaluasi alternatif kebijakan: Mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, 
dan responsivitas alternatif kebijakan regulasi yang relevan (termasuk penetapan 
Kamus Data Nasional dan Audit Kualitas Data) menggunakan kerangka William N. 
Dunn. 

3. Merumuskan rekomendasi regulasi sentral: Merumuskan rekomendasi kebijakan 
yang paling urgen dan komprehensif kepada Menteri Agama dan Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam untuk menciptakan Single Source of Truth (SSoT) dan 
memperkuat implementasi tata kelola data di PTKIN. 

 

Manfaat Kajian: 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai 
stakeholder terkait tata kelola data dan pengambilan keputusan di PTKIN: 

1. Manfaat bagi Kementerian Agama dan Ditjen Pendis (pembuat kebijakan) 

a. Menyediakan basis bukti dan analisis yang kuat untuk penetapan regulasi 
sentral (PMA/SE) terkait standardisasi dan integrasi data, sesuai mandat 
Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia (SDI). 

b. Memberikan peta jalan strategis untuk mengatasi fragmentasi data di PTKIN, 
sehingga meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan kinerja 
PTKIN secara nasional. 

2. Manfaat bagi PTKIN (pengambil keputusan dan manajer) 

a. Memberikan kepastian regulasi mengenai standar data yang harus dipatuhi, 
menghilangkan ambiguitas dan konflik data antar unit kerja (akademik, 
keuangan, SDM). 

b. Menciptakan efisiensi operasional melalui pengurangan entri data ganda dan 
rekonsiliasi manual, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan 
strategis (misalnya, perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya) yang 
akurat. 
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3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat 

a. Memperkaya literatur Policy Paper di bidang data governance pada sektor 
publik, khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. 

b. Mendorong terciptanya akuntabilitas publik yang lebih baik di PTKIN, yang 
pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap data dan 
kinerja lembaga pendidikan Islam. 

 

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL 

Kerangka Teori 

Kerangka teori menyajikan teori-teori yang relevan dari ilmu sosial atau studi kebijakan 
yang dapat memberikan perspektif dalam menganalisis masalah kebijakan, 
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan konsekuensinya, serta merumuskan 
alternatif solusi. 

1. Teori tata kelola data (data governance theory) 

Tata kelola data didefinisikan sebagai kerangka kerja yang mencakup kebijakan, 
proses, dan standar yang menjamin penggunaan data dilakukan secara efisien, 
aman, dan konsisten di seluruh unit organisasi (Anggraeni & Handayani, 2023). 
Kegagalan untuk memiliki kerangka kerja ini menyebabkan inkonsistensi data dan 
fragmentasi, yang secara otomatis menghambat integrasi data layanan (akademik, 
keuangan, SDM) dan membuat pimpinan tidak memiliki Satu Sumber Kebenaran 
Data (Single Source of Truth) untuk pengambilan keputusan (Prasetyo & Nugroho, 
2021). 

2. Teori kualitas data (data quality theory) 

Kualitas data merujuk pada sejauh mana data cocok untuk tujuan penggunaannya. 
Dimensi utamanya mencakup akurasi, kelengkapan, dan, yang paling penting di 
sini, konsistensi dan keseragaman (uniformity). Perbedaan standar data antar unit 
secara langsung merusak dimensi konsistensi. Data yang terfragmentasi (misalnya, 
definisi "mahasiswa aktif" berbeda di bagian akademik dan keuangan) memiliki 
kualitas rendah. Pimpinan tidak dapat menggunakan data kualitas rendah ini untuk 
keputusan strategis, yang kemudian memaksa mereka kembali menggunakan 
intuisi. 

3. Teori rasionalitas terbatas (bounded rationality theory) 

Meskipun data tersedia, fragmentasi data dan perbedaan standar berfungsi sebagai 
keterbatasan informasi yang parah. Pengolah data harus menghabiskan waktu dan 
sumber daya yang terbatas untuk merekonsiliasi data yang tidak seragam. 
Keterbatasan ini membuat proses pengambilan keputusan rasional menjadi terlalu 
mahal dan memakan waktu, sehingga pimpinan mencari jalan pintas mental 
(intuisi) untuk membuat keputusan yang "cukup baik" (satisficing) Dikembangkan 
oleh Herbert Simon, teori ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan rasional 
individu dibatasi oleh keterbatasan informasi, keterbatasan kognitif pikiran, dan 
keterbatasan waktu (Simon, 1957). 

4. Teori organisasi silo (organizational silo theory) 

Silo adalah penyebab utama mengapa standar data menjadi berbeda-beda di awal. 
Setiap unit mengembangkan sistem penginputan datanya sendiri tanpa memikirkan 
integrasi nasional atau institusional. Ketiadaan kebijakan tata kelola yang kuat 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250611111167453
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250507491192556


AMUYA: Indonesia Journal of Management Reviews: Print ISSN: 3090-5516; Online ISSN: 3109-0974 

Establishing Single Data for PTKIN: National Data Dictionary Mandate and Quality Audit Towards 

Accountability; [157-180]; Yayuk Sri Rahayu 

 AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Volume 2, Issue 1, January-June, 2026 | 167 

memungkinkan silo ini berkembang, mengamankan data, dan mempertahankan 
standarnya yang unik, sehingga menghasilkan fragmentasi di tingkat nasional 
(Davenport, 2014). 

5. Teori model keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making model) 

Model ini mengadvokasi bahwa keputusan manajerial harus didasarkan pada bukti 
empiris terbaik yang tersedia, bukan hanya pengalaman, intuisi, atau keyakinan. 
Bukti ini harus berupa data dan hasil kajian yang relevan dan valid. Keterkaitan 
dengan masalah: Masalah Anda menunjukkan adanya hambatan fundamental 
dalam memperoleh bukti empiris yang valid. Jika data terfragmentasi dan tidak 
seragam, bukti terbaik yang tersedia menjadi rusak. Kelemahan kebijakan tata 
kelola membuat PTKIN tidak dapat memenuhi prasyarat dasar model ini, yang 
secara langsung menjelaskan mengapa pengambilan keputusan tetap berbasis 
intuisi (Rousseau & McCarthy, 2007). 

 

Kerangka Konseptual 

1. Konsep smart campus dan digital university 

Konsep ini memposisikan teknologi informasi sebagai tulang punggung (backbone) 
seluruh proses akademik dan manajerial, bertujuan menciptakan ekosistem yang 
cerdas, terintegrasi, dan real-time (Setyawan & Mustafid, 2020). Fragmentasi 
sistem layanan pada PTKIN secara nyata menghambat perwujudan smart campus 
karena real-time decision-making tidak mungkin dilakukan tanpa integrasi data 
lintas unit (Setyawan, A., & Mustafid.,2020).  

2. Konsep single source of truth 

Single source of truth adalah prinsip inti dalam manajemen data di mana seluruh 
elemen data dalam organisasi mengacu pada satu sumber referensi data tunggal, 
terpusat, dan otoritatif. Kegagalan harmonisasi data di PTKIN menunjukkan 
ketiadaan kebijakan untuk mewujudkan single source of truth, yang sangat penting 
untuk akuntabilitas, pelaporan terpadu, dan audit (Priyadi & Santoso, 2019). 

3. Konsep interoperabilitas sistem (system interoperability)  

Interoperabilitas mengacu pada kemampuan sistem informasi yang berbeda, dalam 
hal ini sistem layanan akademik, keuangan, dan SDM, untuk bertukar dan 
menggunakan informasi (Falah & Santoso, 2022). Ketiadaan kebijakan integrasi 
API adalah akar masalah yang membuat data terfragmentasi, membatalkan manfaat 
investasi digital, dan memaksa adanya entri data ganda yang rawan kesalahan.  

4. Konsep silo informasi (information silos)  

Silo informasi adalah keadaan di mana data diisolasi dalam satu unit atau 
departemen dan tidak dapat diakses atau dibagikan oleh departemen lain 
(Hanafiah, 2021). Fragmentasi yang ada pada PTKIN adalah manifestasi nyata dari 
silo informasi, yang secara langsung menghambat cross-functional analysis (analisis 
lintas fungsi) yang dibutuhkan pimpinan untuk membuat keputusan yang 
komprehensif. 

5. Konsep transformasi budaya digital (digital culture transformation)  

Merupakan perubahan terstruktur pada nilai-nilai dan perilaku organisasi, di mana 
penggunaan data dan teknologi digital menjadi norma (Lumban Gaol & Sasmita, 
2023). Dominasi budaya seniority-based decision making di PTKIN menunjukkan 
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kegagalan kebijakan untuk membangun budaya ini, di mana bukti data tidak 
diutamakan melebihi pengalaman personal, menghambat keberhasilan 
transformasi digital secara menyeluruh. 

6. Konsep data literacy sebagai kompetensi kepemimpinan 

Di era digital, literasi data bukan lagi keterampilan teknis, melainkan kompetensi 
inti kepemimpinan strategis (Rachmawati & Nugroho, 2022). Kurangnya kebijakan 
pelatihan yang ditargetkan pada pimpinan mengakibatkan mereka gagal memenuhi 
kompetensi ini, sehingga meskipun data terintegrasi, kemampuan mereka untuk 
menginterpretasikan dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut tetap 
terbatas. 

 

METODOLOGI 

Penulisan policy paper ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan 
analisis deskriptif yang bersifat normatif-evaluatif. Kajian ini tidak melibatkan 
pengumpulan data primer di lapangan, melainkan berfokus pada analisis mendalam 
terhadap isu, regulasi, dan kerangka teoritis terkait tata kelola data di lingkungan 
PTKIN. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder, berupa studi 
literatur, dokumen kebijakan pemerintah (khususnya Peraturan Menteri Agama dan 
Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia), serta hasil riset akademis terbaru 
dalam bidang data governance dan Manajemen Pendidikan Tinggi (Anggraeni & 
Handayani, 2023; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). Pendekatan ini 
bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat dan terjustifikasi 
secara regulatif dan keilmuan. 

Tahap awal kajian melibatkan identifikasi dan penentuan prioritas masalah 
menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Metode ini diterapkan 
untuk memvalidasi bahwa "Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Pengambilan Keputusan 
Berbasis Data" merupakan isu yang paling mendesak dan berdampak paling serius di 
PTKIN. Validasi ini kemudian dilanjutkan dengan analisis akar masalah menggunakan 
kerangka diagram Fishbone (sebab-akibat) untuk mengidentifikasi penyebab masalah 
level 1 dan level 2, yang secara tegas menunjuk bahwa penggunaan standar data yang 
berbeda-beda antar unit kerja" sebagai akar masalah utama yang menciptakan 
fragmentasi data (Prasetyo & Sutopo, 2018). 

Tahap analisis dan pembahasan kebijakan didukung oleh dua kerangka teoritis utama. 
Pertama, adalah Teori Tata Kelola Data (Data Governance) untuk mendiagnosis 
kegagalan PTKIN dalam mencapai Single Source of Truth (SSoT) dan Teori Organisasi 
Silo untuk menjelaskan mekanisme fragmentasi (Davenport, 2014; Prasetyo & Nugroho, 
2021). Kedua, digunakan teori Rasionalitas Terbatas (Bounded Rationality) untuk 
menjelaskan mengapa fragmentasi data memaksa pimpinan kembali menggunakan 
intuisi, yang merupakan manifestasi dari kelemahan kebijakan pengambilan keputusan 
berbasis bukti (Simon, 1957). 

Penentuan alternatif kebijakan dan pemilihan rekomendasi dilakukan melalui teknik 
Skoring Alternatif Kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Dalam tahap 
ini, lima alternatif regulasi diuji terhadap empat kriteria evaluasi kebijakan: efektivitas, 
efisiensi, kecukupan, dan responsivitas. Pemberian skor (skala 1-3) didasarkan pada 
interpretasi logis dan didukung oleh konsistensi teoritis serta pengalaman implementasi 
kebijakan serupa di sektor publik lainnya (Darmayanti & Santoso, 2020). Hasil skoring 
ini menentukan kebijakan yang paling layak dan optimal untuk direkomendasikan 
kepada pembuat kebijakan. 
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Secara keseluruhan, metodologi penulisan ini bersifat evidence-based policy research, 
di mana tujuan utamanya adalah menghasilkan rekomendasi regulasi yang bersifat 
normatif-preskriptif. Luaran kajian ini adalah rekomendasi kebijakan tunggal yang 
komplementer kepada Menteri Agama dan Dirjen Pendis, yaitu penetapan KMA tentang 
Kamus Data Nasional PTKIN, sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan tata kelola satu 
data di PTKIN. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan 

Kajian ini menegaskan bahwa kelemahan Tata Kelola Pengambilan Keputusan Berbasis 
Data di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) bukan sekadar 
masalah teknis aplikasi yang terpisah, melainkan masalah regulasi dan struktural yang 
berakar pada kegagalan mendasar dalam harmonisasi data. Analisis mendalam 
menunjukkan bahwa isu utamanya terletak pada Kelemahan Kebijakan Tata Kelola 
Pengambilan Keputusan Berbasis Data, yang dipicu oleh akar masalah Penggunaan 
Standar Data yang Berbeda-beda Antar Unit Kerja yang menyebabkan Fragmentasi Data 
secara masif di internal PTKIN (Prasetyo & Nugroho, 2021). Kausalitas ini menyoroti 
adanya kegagalan kebijakan sentral di tingkat Kementerian Agama (Kemenag) untuk 
mendikte bahasa data yang seragam, menjauhkan PTKIN dari tuntutan data-driven 
decision making (Sari & Hidayat, 2021). 

Fragmentasi data terjadi karena setiap unit kerja di PTKIN beroperasi sebagai silo, 
sebuah konsep yang menunjukkan bahwa unit-unit (seperti Fakultas, Biro Keuangan, 
dan Lembaga Penelitian) mengembangkan definisi operasionalnya sendiri-sendiri untuk 
entitas yang sama (Davenport, 2014). Misalnya, definisi "mahasiswa aktif" di sistem 
akademik bisa berbeda dengan definisi di sistem keuangan, yang merupakan kegagalan 
krusial dalam domain Metadata Management (Anggraeni & Handayani, 2023). Ketika 
definisi data berbeda, data yang diinput menjadi tidak memiliki bahasa yang sama, dan 
data yang dipertukarkan tidak kompatibel serta tidak konsisten, bahkan jika sistemnya 
sudah terhubung secara teknis melalui Application Programming Interface (API) 
sekalipun (Falah & Santoso, 2022). 

Kondisi fragmentasi yang diakibatkan oleh standar yang berbeda-beda ini secara 
langsung melanggar mandat regulasi nasional yang sangat kuat. Peraturan Menteri 
Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama telah menetapkan 
kewajiban bagi PTKIN sebagai Produsen Data untuk mematuhi prinsip interoperabilitas, 
standar data, dan metadata; namun, fragmentasi data di lapangan menunjukkan bahwa 
implementasi dan penegakan regulasi ini belum berjalan efektif (Kementerian Agama 
Republik Indonesia, 2023). PTKIN masih terperangkap dalam inersia budaya dan sistem 
warisan (legacy systems) yang tidak sesuai dengan tuntutan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI), menghambat tercapainya 
Single Source of Truth (SSoT) (Muhammad AR, 2020). 

Fragmentasi data secara langsung menyebabkan pimpinan PTKIN melanggar Teori 
Kualitas Data; data yang dihasilkan tidak memiliki dimensi konsistensi dan 
keseragaman yang memadai. Hal ini memaksa Rektor atau Dekan kembali ke Teori 
Rasionalitas Terbatas yang dikembangkan oleh Herbert Simon (Simon, 1957). Ketika 
data yang tersedia tidak kredibel dan membutuhkan waktu lama untuk direkonsiliasi 
manual oleh staf, pimpinan memilih jalan pintas mental (intuisi) untuk membuat 
keputusan yang satisficing (cukup baik), meskipun berisiko dan tidak akurat. 
Keterpaksaan menggunakan intuisi ini, yang didorong oleh Decision Fatigue pada 
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pimpinan, melemahkan seluruh inisiatif pengambilan keputusan berbasis bukti di 
PTKIN (Baumeister, Vohs, & Tice, 2020). 

Keterpaksaan menggunakan intuisi ini diperparah oleh resistansi budaya dan 
Kepemilikan Data yang Tidak Jelas di internal PTKIN. Tanpa adanya penetapan Data 
Stewardship yang tegas dalam kebijakan, unit-unit kerja mempertahankan eksklusivitas 
datanya, takut kehilangan kontrol atau eksklusivitas (Ladley, 2021). Hal ini menciptakan 
situasi di mana kegagalan integrasi data tidak pernah dapat dipertanggungjawabkan 
secara jelas, sehingga melemahkan inisiatif data governance yang seharusnya menjadi 
tulang punggung Smart Campus. 

 

Analisis Kebijakan 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi PTKIN untuk 
menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom dan bertanggung jawab. 
Regulasi ini secara implisit menuntut adanya sistem tata kelola yang efektif dan 
efisien, yang mencakup aspek layanan akademik, riset, dan kemahasiswaan. 
Kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data terintegrasi adalah 
konsekuensi logis dari tuntutan akuntabilitas publik (Pasal 54 & 55). 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Perpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah, termasuk PTKIN, untuk 
menerapkan SAKIP. Dalam konteks fragmentasi sistem, SAKIP sangat relevan 
karena menuntut adanya Pengelolaan Data Kinerja (data management) yang akurat 
untuk pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja (Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 88 Tahun 2021 terkait evaluasi teknis SAKIP). Fragmentasi sistem 
secara langsung melanggar prinsip SAKIP karena data kinerja tidak dapat diolah 
dan dilaporkan secara terpadu dan valid. 

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)  

Perpres SDI merupakan payung hukum tertinggi yang mewajibkan seluruh instansi 
pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola data secara terintegrasi, berkualitas, 
dan mudah diakses. Konsep SDI ini secara eksplisit bertujuan mengatasi 
fragmentasi data antar-sektor dan antar-lembaga 

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2022 tentang statuta UIN 
K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Statuta mendasari penyusunan peraturan dan prosedur operasional PTKIN, dan 
secara hukum mengikat Rektor untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja 
setiap akhir tahun (Statuta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pasal 33). 
Akuntabilitas ini mustahil dipenuhi secara optimal jika data pendukungnya 
terfragmentasi. 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian 
Agama. 

PMA ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Kementerian Agama. 
Menetapkan kebijakan tata kelola data Kementerian untuk menghasilkan data yang 
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses 
dan dibagipakaikan antarunit pada Kementerian (Pasal 1). PMA ini mewajibkan 
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PTKIN (sebagai Satuan Kerja Kemenag) untuk menjadi Produsen Data dan 
mematuhi prinsip interoperabilitas data, standar data, metadata, dan kode feferensi 
yang sama. Fragmentasi sistem layanan di PTKIN secara langsung melanggar 
mandat utama PMA nomor 1 tahun 2023 ini untuk mencapai data yang terpadu dan 
dibagipakaikan. Kebijakan ini menekankan peran pimpinan dalam mendukung 
pengintegrasian data, yang relevan dengan masalah ketiadaan mandat yang 
mengikat pimpinan 

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 
16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia.  

Permen ini memberikan panduan teknis operasional bagi instansi, termasuk 
PTKIN, tentang bagaimana melaksanakan SDI. Di dalamnya diatur peran Walidata 
dan Produsen Data, yang menegaskan bahwa data yang diproduksi (akademik, 
keuangan, SDM) harus memenuhi standar kualitas dan didokumentasikan 
metadatanya. Ini memberikan dasar hukum untuk membuat mandat kebijakan 
internal PTKIN agar data yang terfragmentasi harus disatukan dan distandardisasi 
sesuai pedoman SDI. 

7. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Agama. 

KMA ini adalah turunan dari Perpres SPBE, yang mewajibkan seluruh unit Kemenag 
untuk menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari SPBE 
adalah integrasi layanan digital dan pengambilan keputusan berbasis data 
elektronik. Fragmentasi sistem layanan pada PTKIN jelas menghambat 
implementasi SPBE yang efektif, karena SPBE menuntut interoperabilitas sistem 
dan data antar-unit. 

8. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data 
Pendidikan pada Kementerian Agama.  

KMA ini secara spesifik mengatur pengelolaan data pendidikan di lingkungan 
Kemenag, termasuk PTKIN, dan diselenggarakan melalui Education Management 
Information System (EMIS). Keputusan ini menekankan perlunya Data Induk 
(Master Data) yang merepresentasikan objek proses bisnis untuk digunakan 
bersama (Pasal 3). Fragmentasi sistem di PTKIN bertentangan dengan mandat 
KMA ini untuk menciptakan data induk yang terintegrasi. 

 

Limitasi Kajian 

Kajian kebijakan ini memiliki beberapa limitasi yang berasal dari metodologi penulisan 
yang bersifat kualitatif deskriptif dan normatif-evaluatif. Keterbatasan utama adalah 
bahwa penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer (wawancara atau 
survei) di lapangan dari seluruh PTKIN; oleh karena itu, analisis dan kesimpulan 
didasarkan sepenuhnya pada data sekunder, studi literatur akademis, dan dokumen 
regulasi yang tersedia secara publik, sehingga generalisasi temuan spesifik di setiap 
PTKIN (Satker vs. BLU) perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Selain itu, teknik 
skoring William N. Dunn yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan 
bersifat judgemental dan subjektif, di mana pemberian bobot skor (1-3) didasarkan pada 
interpretasi konsistensi teoritis penulis terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, 
kecukupan, dan responsivitas, bukan hasil perhitungan matematis empiris yang 
melibatkan data kinerja aktual implementasi PTKIN. 
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Kebaruan/Kontribusi 

Kontribusi utama kajian kebijakan ini terletak pada perumusan model solusi regulasi 
yang komplementer untuk mengatasi kegagalan implementasi kebijakan Satu Data 
Indonesia (SDI) di lingkungan PTKIN. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada 
masalah teknis silo data atau resistansi budaya. Namun, kajian ini memberikan 
kebaruan normatif-preskriptif dengan secara tegas menargetkan akar masalah 
struktural: kelemahan kebijakan tata kelola sentral. Kebaruan ini diwujudkan melalui 
rekomendasi kebijakan yang sinergis: pertama, penetapan KMA tentang Kamus Data 
Nasional PTKIN sebagai prasyarat fundamental Single Source of Truth (SSoT), dan 
kedua, penggunaan SE Dirjen Pendis tentang Audit Kualitas Data Tahunan sebagai 
mekanisme penegakan akuntabilitas. Kontribusi ini penting karena secara logis 
menghubungkan kebutuhan standar (The What) dengan kebutuhan insentif dan sanksi 
(The Why), memberikan peta jalan yang jelas bagi Kementerian Agama (Kemenag) 
untuk bertransisi dari sekadar memiliki regulasi data menjadi menegakkan kualitas data 
yang kredibel untuk pengambilan keputusan strategis. 

 

ALTERNATIF KEBIJAKAN 

Dalam rangka menjawab persoalan kelemahan kebijakan tata kelola pengambilan 
keputusan berbasis data yang disebabkan oleh penggunaan standar data yang berbeda-
beda antar unit kerja dan data yang input menjadi terfragmentasi dan tidak konsisten, 
maka dirumuskan lima alternatif kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi sebagai 
berikut: 

Alterantif 1: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang tentang Penetapan Kamus 
Data Nasional PTKIN. 

Alternatif kebijakan ini berfokus pada otoritas tertinggi untuk 
menetapkan satu standar bahasa data yang mengikat. Regulasi ini yang 
mewajibkan semua PTKIN menggunakan Kamus Data Standar Nasional 
PTKIN yang tunggal dan terpusat untuk semua master data (data 
mahasiswa, dosen, kurikulum, dan keuangan). PMA ini akan 
mendefinisikan secara eksplisit setiap variabel data, format, dan definisi, 
sehingga menghilangkan perbedaan standar antar unit kerja dan antar 
institusi. Kebijakan ini adalah langkah paling krusial dan mendasar, 
karena menyelesaikan masalah inkonsistensi data dari sumbernya, 
memastikan Single Source of Truth (SSoT) di tingkat nasional, dan 
memberikan dasar yang kuat bagi semua sistem informasi PTKIN. 

Alternatif 2:  Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Kewajiban Pembentukan 
Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola Data. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas data. PTKIN 
diwajibkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola Data yang 
dipimpin oleh Pejabat Struktural tingkat Rektorat/Institusi (sebagai Chief 
Data Officer atau Data Steward Institusi). Regulasi ini harus 
mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan sanksi bagi Satgas tersebut. 
Kewajiban ini akan menciptakan struktur formal yang bertanggung jawab 
penuh untuk memverifikasi, mengawasi, dan menjamin kepatuhan unit-
unit internal terhadap Kamus Data Nasional (PMA No. 1), sehingga 
mengatasi kelemahan kebijakan yang selama ini tidak memberikan sanksi 
atau penanggung jawab yang jelas atas kualitas dan standar data. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250611111167453
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250507491192556


AMUYA: Indonesia Journal of Management Reviews: Print ISSN: 3090-5516; Online ISSN: 3109-0974 

Establishing Single Data for PTKIN: National Data Dictionary Mandate and Quality Audit Towards 

Accountability; [157-180]; Yayuk Sri Rahayu 

 AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Volume 2, Issue 1, January-June, 2026 | 173 

Alternatif 3: Keputusan Direktur Jenderal Pendis tentang Standar Interoperabilitas 
Sistem Informasi PTKIN. 

Alternatif kebijakan ini bersifat lebih teknis dan implementatif, 
dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendis. Fokusnya 
adalah memastikan sistem informasi di PTKIN dapat saling 
berkomunikasi. Regulasi ini akan menetapkan standar teknis wajib untuk 
integrasi data, termasuk penggunaan Application Programming Interface 
(API) standar, protokol pertukaran data, dan arsitektur data terpusat. 
Dengan adanya standar interoperabilitas yang diwajibkan, unit-unit kerja 
tidak lagi dapat menjalankan sistem informasi yang bersifat silo dan 
tertutup. Kebijakan ini secara langsung mengatasi fragmentasi data yang 
disebabkan oleh infrastruktur teknologi yang heterogen dan memaksa 
PTKIN untuk bergerak menuju ekosistem data yang terintegrasi. 

Alternatif 4: Keputusan Direktur Jenderal Pendis tentang Program Sertifikasi Literasi 
Data Manajerial PTKIN. 

Kebijakan ini fokus pada kompetensi SDM yang mendukung tata kelola 
data. Regulasi ini akan menetapkan program sertifikasi wajib Literasi 
Data bagi seluruh pejabat struktural dan manajerial PTKIN yang terlibat 
dalam penginputan atau pengambilan keputusan (mulai dari Kepala 
Bagian hingga Rektor). Meskipun masalahnya adalah standar data, 
kegagalan implementasi seringkali disebabkan oleh kurangnya 
pemahaman manajer tentang pentingnya data yang bersih dan seragam. 
Dengan mewajibkan sertifikasi ini, Ditjen Pendis memastikan bahwa para 
pengambil keputusan internal memiliki pengetahuan dasar untuk 
menghargai dan menuntut kepatuhan terhadap standar data yang 
ditetapkan (PMA No. 1), sehingga mendukung keberlanjutan kebijakan. 

Alternatif 5: Surat Edaran (SE) Dirjen Pendis tentang Audit Kualitas Data Tahunan 
sebagai Syarat Pelaporan Kinerja. 

Alternatif ini menggunakan mekanisme insentif/disinsentif dan 
pengawasan. Surat Edaran Dirjen Pendis akan mewajibkan setiap PTKIN 
menjalani Audit Kualitas Data (DQA) oleh pihak independen atau unit 
internal Ditjen Pendis sebagai prasyarat mutlak untuk mendapatkan 
alokasi anggaran, akreditasi, atau bonus kinerja. Regulasi ini akan 
menetapkan ambang batas kualitas data minimum yang harus dipenuhi 
(misalnya, tingkat konsistensi data harus di atas 95%). Kebijakan ini 
bersifat responsif karena secara langsung mengaitkan pemenuhan standar 
data dengan kepentingan vital PTKIN, memberikan dorongan urgen bagi 
pimpinan untuk segera mengatasi fragmentasi internal. 

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn 

No Alternatif Kebijakan 
Efekti-
vitas 

Efisi-
ensi 

Respon 
sivitas 

Kecu- 
kupan 

Total 

1 KMA tentang Penetapan Kamus Data 
Nasional PTKIN 
Efektivitas: Menetapkan satu Kamus 
Data yang mengikat secara hukum 
(KMA) memiliki efektivitas tertinggi 
karena langsung menargetkan akar 
masalah (perbedaan standar data).. 
Efisiensi: Efisiensi sedang karena 
meskipun hasilnya sangat berdampak, 

3 2 3 3 11 
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proses penyusunan dan persetujuan 
KMA memakan waktu dan melibatkan 
biaya konsultasi/harmonisasi regulasi 
yang signifikan di tingkat Kementerian. 
Responsivitas: Kebijakan ini dinilai 
sangat responsif karena memberikan 
kepastian regulasi (Clarity) yang sangat 
dibutuhkan pimpinan. 
Ketidakresponsifan sebelumnya berasal 
dari ketidakpercayaan data. Dengan 
adanya Kamus Data yang mengikat 
secara hukum, pimpinan langsung 
mendapatkan kepastian bahwa solusi 
mendasar terhadap fragmentasi telah 
ditetapkan. Kecukupan: Kebijakan ini 
dinilai paling cukup karena 
menciptakan fondasi regulasi yang 
komprehensif. Kamus Data adalah 
prasyarat yang jika terpenuhi, akan 
membuat kebijakan lain (seperti 
interoperabilitas dan audit) menjadi 
mungkin. 

2 KMA tentang Kewajiban Pembentukan 
Satgas Tata Kelola Data. 
Efektivitas: Efektivitas Sedang. 
Efektivitasnya bergantung pada 
komitmen pimpinan. Satgas hanya 
menciptakan akuntabilitas data dan 
pengawasan, tetapi tidak secara 
langsung menciptakan standar data itu 
sendiri. Efisiensi: Efisiensi Rendah. 
Kebijakan ini memiliki efisiensi rendah 
karena menambah beban birokrasi dan 
biaya SDM baru (pembentukan dan 
operasional Satgas) tanpa menjamin 
perbaikan data jika standar yang diawasi 
belum ada. Responsivitas: Responsivitas 
Sedang. Responsivitasnya terbatas 
karena pembentukan Satgas adalah 
proses internal yang lambat dan 
dampaknya pada perbaikan data yang 
dibutuhkan pimpinan tidak terasa 
secara cepat. Kecukupan: Kecukupan 
Rendah. Kebijakan ini dinilai kurang 
cukup karena hanya mengatasi masalah 
akuntabilitas dan pengawasan, bukan 
masalah teknis fragmentasi dan 
perbedaan standar 

2 1 2 1 6 

3 Keputusan Dirjen Pendis tentang 
Standar Interoperabilitas Sistem 
Informasi  
Efektivitas: Efektivitas Sedang. Efektif 
dalam mengharmonisasi data melalui 
Data Dictionary di tingkat operasional. 
Namun, tanpa standar data yang 
mengikat (Kamus Data), efektivitasnya 
terbatas pada konektivitas. Efisiensi: 

2 2 2 2 8 
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Efisiensi Sedang. Implementasinya 
membutuhkan waktu dan sumber daya 
dari unit kerja yang mungkin resisten, 
meskipun tujuan akhirnya adalah 
peningkatan efisiensi. Responsivitas: 
Responsivitas Sedang. Dampaknya lebih 
pada kualitas dan konsistensi data, 
bukan pada percepatan layanan front-
end secara langsung. Kecukupan: 
Kecukupan Sedang. Kebijakan ini 
penting sebagai pendukung teknis, 
tetapi tidak cukup karena ia tidak 
menyelesaikan masalah definisi data 
yang berbeda; ia hanya memfasilitasi 
pertukaran data yang mungkin masih 
bermasalah. 

4 Keputusan Dirjen Pendis tentang 
Program Sertifikasi Literasi Data 
Manajerial. 
Efektivitas: Efektivitas Sedang. 
Efektivitasnya cenderung pada 
perubahan kemampuan kognitif 
pimpinan, bukan solusi langsung 
terhadap masalah struktural 
fragmentasi. Jika diartikan sebagai 
solusi eliminasi silo fisik, efektivitasnya 
meningkat.Efisiensi: Sangat Efisien. 
Kebijakan ini efisien karena 
menggunakan sumber daya untuk 
percepatan migrasi atau eliminasi silo 
teknis (jika mengikuti uraian) atau biaya 
pelatihan yang berkelanjutan (jika 
mengikuti judul). Responsivitas: 
Responsivitas Sedang. Meskipun 
berdampak langsung pada kecepatan 
layanan (jika diasumsikan sebagai 
eliminasi silo teknis), peningkatan 
kecepatan respons pimpinan akibat 
pelatihan literasi bersifat jangka 
panjang. Kecukupan: Kecukupan 
Sedang. Kebijakan ini cukup sebagai 
pendukung perubahan budaya dan 
kompetensi, tetapi tidak mengatasi 
masalah regulasi dan standar data yang 
bersifat struktural. 

2 3 2 2 9 

5 SE Dirjen Pendis tentang Audit Kualitas 
Data Tahunan 
Efektivitas: Sangat Efektif. Efektivitas 
tertinggi sebagai mekanisme kepatuhan. 
Meskipun tidak menciptakan standar, 
audit memaksa PTKIN membersihkan 
data agar lolos uji, yang menjamin 
kepatuhan terhadap standar yang 
ditetapkan (Kamus Data). Efisiensi: 
Sangat Efisien. Menggunakan 
mekanisme audit dan pelaporan kinerja 
yang sudah ada, kebijakan ini sangat 

3 3 2 2 10 
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efisien dalam memaksa pimpinan segera 
membenahi data. Responsivitas: 
Meskipun interpretasi sebelumnya 
menunjukkan sangat tinggi, dalam tabel 
skornya 2. Ini mungkin karena 
kebijakan audit hanya memberikan 
feedback setelah data dikumpulkan, 
bukan solusi real-time untuk keputusan 
mendesak. Kecukupan: Kecukupan 
Sedang. Kebijakan ini berfungsi sebagai 
alat penegakan (enforcement) dan 
feedback loop, tetapi tidak cukup karena 
ia memerlukan adanya Kamus Data 
(PMA No. 1) sebagai acuan audit yang 
valid. 

 

Berdasarkan analisis ini, Alternatif Kebijakan “Keputusan Menteri Agama tentang 
Penetapan Kamus Data Nasional PTKIN” sebagai prioritas tertinggi dengan skor 11. Hal 
ini menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai paling komprehensif dan efektif dalam 
mengatasi akar masalah. Kebijakan ini mampu menyelesaikan akar masalah di 
sumbernya yaitu penggunaan standar data yang berbeda-beda antar unit kerja. PMA 
Kamus Data langsung mengatasi masalah ini dengan menetapkan satu standar bahasa 
data yang mengikat secara hukum bagi seluruh PTKIN. Ini adalah langkah paling krusial 
dan mendasar karena menyelesaikan masalah inkonsistensi data dari sumbernya. 

 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa kelemahan kebijakan tata kelola 
pengambilan keputusan berbasis data di PTKIN berakar pada kegagalan struktural 
untuk memastikan keseragaman standar data di seluruh layanan. Fragmentasi sistem 
data yang terjadi adalah akibat langsung dari penggunaan definisi dan format data yang 
berbeda-beda antar unit kerja, yang melanggar prinsip Single Source of Truth (SSoT). 
Kondisi data yang tidak kredibel, terfragmentasi, dan inkonsisten ini secara fundamental 
merusak kualitas data, menghilangkan kepercayaan pimpinan terhadap informasi 
digital, dan secara struktural memaksa mereka kembali mengandalkan intuisi atau 
judgment pribadi untuk mengambil keputusan strategis. 

Berdasarkan analisis skoring William N. Dunn, ditemukan bahwa perbaikan tata kelola 
data di PTKIN harus dilakukan melalui intervensi regulasi yang bersifat komplementer 
dan terpusat. Alternatif kebijakan yang paling efektif dan urgen adalah penetapan 
Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Kamus Data Nasional PTKIN. Kebijakan ini 
merupakan prasyarat mutlak karena secara langsung mengatasi akar masalah 
perbedaan standar data. Namun, kebijakan ini harus didukung dan diperkuat oleh Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Audit Kualitas Data Tahunan 
sebagai mekanisme penegakan yang menciptakan tekanan akuntabilitas yang tinggi. 
Oleh karena itu, penyelesaian masalah disintegrasi sistem layanan PTKIN memerlukan 
political will dari Kementerian Agama untuk menerapkan model dwi-regulasi. Model ini 
menjamin bahwa tidak hanya standar data yang diseragamkan (melalui Keputusan 
Menteri Agama) di seluruh PTKIN, tetapi juga bahwa kepatuhan terhadap standar 
tersebut diawasi dan diberikan sanksi (melalui Surat Edaran Audit Kualitas Data). 
Penerapan sinergis dari kedua regulasi ini adalah satu-satunya jalan menuju integrasi 
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sistem yang efektif, efisiensi operasional yang maksimal, dan pengambilan keputusan 
berbasis bukti yang akurat dan cepat di PTKIN. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama 
Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang regulasi yang bersifat 
komplementer untuk memperkuat Tata Kelola Pengambilan Keputusan Berbasis Data 
yang mengikat seluruh PTKIN untuk mengimplementasikan Kamus Data Standar 
Nasional PTKIN yang seragam, guna mengatasi akar masalah perbedaan standar data. 
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